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Abstract Article Info
The implementation of inclusive education in Indonesia has been supported by many juridical
foundations that form the basis for the implementation process. This result shows a high Naskah Diterima :

support from the people of the policy. Process of policy formulation will affect the 2020-05-25
implementation of this policy. In its implementation, there are still inhibiting factors caused by

communication problems on inclusive education policies. Based on this, this study aims to find Naskah Direvisi:
the pattern of inclusive policy communication that is applied to six inclusive schools in the 2020-07-27
Martapura Riverbank area, South Kalimantan Province. The method in this research is

qualitative with descriptive type. The results showed that policy implementors understood the Naskah Disetujui:
goals of inclusive education and there were supporting factors in the implementation of 2020-08-29

inclusive education. On the other hand, the implementation of inclusive education is still
accompanied by a lack of teacher acceptance of existing of children with special needs, the
discovery of factors inhibiting inclusive education such as lack of facilities and infrastructure,
differences in assessment among policy implementors of applied inclusive education, and a
lack of communication and co6peration between school principals and teachers. and shadow
teachers in serving the needs of children with special needs.

Keywords: Inclusive Education, Policy Communication, Martapura Riverbank

Abstrak

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia telah didukung dengan banyaknya landasan
yuridis yang menjadi dasar dalam proses implementasi. Hal ini menunjukkan besarnya
dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Proses perumusan sebuah kebijakan
akan mempengaruhi berjalannya proses penerapan kebijakan tersebut. Pada implemetasinya,
masih terdapat faktor penghambat yang disebabkan oleh masalah komunikasi kebijakan
pendidikan inklusif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola
komunikasi kebijakan inklusif yang diterapkan pada enam sekolah inklusif di kawasan
bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan. Metode dalam penelitian ini adalah
kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan
telah memahami tujuan pendidikan inklusif dan terdapat faktor pendukung dalam
pelaksanaan pendidikan inklusif. Pada sisi lain, pelaksanaan pendidikan inklusif masih diiringi
dengan kurangnya penerimaan guru terhadap keberadaan ABK, masih ditemukannya faktor
penghambat pendidikan inklusif seperti kurangnya sarana dan prasarana, perbedaan
penliaian antar pelaksana kebijakan mengenai pendidikan inklusif yang diterapkan serta
kurangnya komunikasi dan kerjasama antara kepala sekolah, guru dan GPK dalam melayani
kebutuhan ABK.

Kata Kunci : Komunikasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif, Bantaran Sungai Martapura
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A.PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menga-
tur hak setiap warga negara Indonesia di
bidang pendidikan termasuk warga negara
dengan kebutuhan khusus. Hal ini selaras
dengan prinsip penyelenggaraan pen-
didikan pada Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang menyatakan
bahwa pendidikan diselenggarakan secara
demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural dan kemajemukan bangsa.
Realisasi dasar hukum di atas selanjutnya
diperjelas dengan adanya kebijakan yang
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan
Inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan suatu
kebijakan publik dalam ranah pendidikan.
Kebijakan pendidikan merupakan
kebijakan untuk mencapai pembangunan
bangsa di bidang pendidikan (Nugroho &
Tilaar, 2008, him. 36). Pembangunan
merupakan upaya berkesinambungan
yang dilakukan pe-merintah, masyarakat
dan pihak swasta untuk kesejahteraan
rakyat (Afandi & Warjio, 2015, him. 93).
Proses pembangunan bangsa dikendali-
kan melalui kebijakan yang memuat
pedoman pelaksanaan dan larangan untuk
menjamin agar proses pembangunan
terlaksana secara terarah untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan (Ramdhani &
Ramdhani, 2017, him. 1).

Pelaksanaan kebijakan merupakan
lanjutan dari proses perumusan dan
penetapan kebijakan (Ramdhani &
Ramdhani, 2017, him. 4). Pada ranah
pendidikan, implementasi kebijakan pen-
didikan memiliki fenomena yang sering kali
disebabkan oleh tidak optimalnya layanan
pendidikan yang harus diberikan kepada
masyarakat. Implementasi pendidikan
inklusif di Kalimantan Selatan telah dimulai
sejak 2012 namun belum berjalan dengan
maksimal karena memiliki sejumlah ken-
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dala (Amka, 2019, him. 90) walau pun telah
didukung dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
dan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017
tentang penyelenggaraan pendidikan yang
merupakan pondasi dasar dan landasan
hukum bagi pelaksanaan penyelengga-
raan pendidikan inklusif di Kalimantan
Selatan dengan  mempertimbangkan
kebutuhan khusus dari peserta didik berke-
butuhan khusus di sejumlah kabupaten/
kota di Kalimantan Selatan.

Kendala sekaligus faktor pengham-
bat sekolah inklusif di Kalimantan Selatan
adalah bangunan fisik sekolah masih
belum ramah anak (Ombusdman, 2018,
him. 2), anggaran, sarana dan prasarana
(Amka & D.E., 2019, him. 1), serta
kurangnya Guru Pendidikan Khusus (GPK)
dengan latar pendidikan Pendidikan Luar
Biasa/ Pendidikan Khusus (Amka, 2019,
him. 90).

Kebijakan yang tidak dijalankan
dengan baik dapat  menimbulkan
kesenjangan implementasi yang diartikan
sebagai “perbedaan antara hukum yang
tertulis dengan prakteknya di lapangan”
(Lukitasari dkk., 2017, him. 122). Edward
(dalam Ointu, Mufti & Nasir, 2016, him. 79)
menyatakan implementasi kebijakan publik
yang kurang diperhatikan, mengakibatkan
suatu kebijakan tidak akan berhasil
dijalankan. Implementasi kebijakan perlu
memperhatikan empat hal, yaitu komu-
nikasi, sumber daya, kecenderungan dan
birokrasi.

Komunikasi kebijakan adalah proses
penyampaian informasi tentang kebijakan
dari pembuat kepada pelaksana kebijakan
(Widodo, 2011). Hal ini dilakukan supaya
pelaksana kebijakan memahami hakikat
kebijakan, isi, tujuan, arah, cara pelak-
sanaan, batasan, evaluasi, kelompok
sasaran dan lain sebagainya sehingga
dapat mempersiapkan pelaksanaan ke-
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bijakan agar proses implementasi berjalan
lancar dan efektif. Faktor-faktor yang
penting dalam penyampaian informasi,
adalah transmisi (cara penyampaian),
clarity (kejelasan informasi), dan con-
sistency (konsistensi informasi).
Berdasarkan masalah di atas, pe-
nelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pola komunikasi implementasi kebjiakan
pen-didikan inklusif yang dijalankan oleh
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabu-
paten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
khususnya pada sekolah-sekolah yang
ditetapkan sebagai sekolah berbasis
pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan masing-masing kabu-
paten/kota yang diteliti, vyaitu Kota
Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabu-
paten Banjar yang merupakan kawasan di
sekitar bantaran Sungai Martapura yang
memiliki karakter khusus kawasan lahan
basah di Provinsi Kalimantan Selatan.

B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Kebijakan Publik dan

Implementasinya

Kebijakan publik berasal dari kata
“policy”, untuk menunjuk perilaku seorang
aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok,
maupun lembaga pemerintah) atau sejum-
lah aktor dalam suatu bidang kegiatan
tertentu  (Winarno, 2016, him. 19).
Kebijakan publik merupakan studi tentang
“bagaimana, mengapa dan apa
konsekuensi dari tindakan aktif (action) dan
pasif (inaction) pemerintah” (Heiden-
Heimer, dkk, dalam Winarno, 2016, him.
19).

Implementasi  kebijakan  sebagai
salah satu tahap dalam kebijakan publik,
memilki empat faktor atau variabel krusial
dalam implementasi kebijakan publik,
yaitu: komunikasi, sumber-sumber, kecen-
derungan kecenderungan dan struktur bi-
rokrasi. Keempat faktor ini jika dijalankan
dengan baik akan memberikan hasil yang
baik dalam implementasi sebuah kebijak-
an (Edwards Ill, 1980).
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2. Komunikasi dalam Kebijakan Publik

Edward Il (1980) menekankan tiga
hal penting dalam proses komunikasi
kebijakan, yaitu transmisi, konsisitensi dan
kejelasan. Syarat pertama imple-mentasi
kebijakan yang efektif adalah proses
transmisi kebijakan harus berjalan baik.
Pelaksana keputusan harus mengetahui
tugas-tugasnya. Keputusan dan perintah
kebijakan harus diteruskan kepada per-
sonel yang tepat sebelum dua hal tersebut
dapat diikuti, tentu saja komunikasi-
komunikasi harus akurat dan harus
dimengerti dengan cermat oleh para
pelaksana. Pada kenyataannya, banyak
hambatan-hambatan yang menghadang
transmisi komunikasi pelaksanaan dan
dapat menjadi penghalang pelaksanaan
kebijakan.

Hal berikutnya, kebijakan yang akan
diimplementasikan harus memiliki petun-
juk yang jelas dan mudah dipahami agar
implementator tidak mengalami kebi-
ngungan karena perbedaan pandang-
an/persepsi antara implementator dan
atasannya. Hal lain yang harus diperhati-
kan dalam petunjuk pelaksanaan adalah
persoalan konsistensi, karena keputusan-
keputusan yang bertentangan akan mem-
bingungkan dan menghalangi staf dan
menghambat kemampuan mereka untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan secara
efektif.

3. Pendidikan Inklusif

Menurut Direktorat PSLB (sekarang
PMPK, Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Khusus, (llahi, 2016, him. 26)
pendidikan inklusif merupakan layanan
pendidikan yang mengikutsertakan Anak
Berkebutuhan Khusus belajar bersama
dengan anak sebayanya di sekolah regular
yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
Penyelenggaran pendidikan inklusif me-
nuntut pihak sekolah melakukan penye-
suaian baik dari segi kurikulum, sarana dan
prasarana pendidikan, maupun sistem
pembelajaran yang disesuaikan dengan
kebutuhan individu peserta didik.
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Pasal 2 Permendiknas tentang Pen-
didikan Inklusif menegaskan tujuan dari
pendidikan inklusif, yaitu:

a. Memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada semua peserta didik
yang memiliki kelainan fisik, emosional,
mental dan sosial atau memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa
untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuannya.

b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidi-
kan yang menghargai keanekaragam-
an dan tidak diskriminatif bagi semua
peserta didik sebagaimana yang di-
maksud pada huruf a.

4. Bantaran Sungai Martapura

Sungai Martapura merupakan anak
sungai Barito yang memanjang dan melalui
dua kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Bermuara pada Kota Banjarmasin dan hulu
sungainya terletak di Kabupaten Banjar.
Daerah Aliran Sungai Martapura mem-
punyai luas 453,88 km2, panjang sungai
utama mencapai 36.566 meter, kemiringan
(gradient) sebesar 0.022%. Pola sungai
adalah rectangular dengan jenis DAS yang
berbentuk parallel (Sobatnu, dkk, 2017).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan mengguna-
kan pendekatan kualitatif dengan jenis
studi kasus yang bertujuan untuk men-
jelaskan fenomena dan situasi yang
sebenarnya (Baxter & Jack, 2008).
Penelitian dilakukan pada enam sekolah,
yaitu SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin,
SMPN 10 Banjarmasin, SDN 1 Guntung
Paikat Banjarbaru, SMP Muhammadiyah 1
Banjarbaru, SDN Keraton 4 Martapura, dan
SDN Jawa 2 Martapura yang notabenenya
terletak di kawasan bantaran Sungai
Martapura.

Sumber data yang digunakan adalah
sumber data primer yaitu Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Selatan, Bidang Diksus Dinas

DOl https://doi.org/10.17509/pdgia.v18i2.31814
e.ISSN 2579-7700 p.ISSN 1693-5276

Pedagogia Jurnal llmu Pendidikan, Vol. 18 (2) (2020) | 205

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Selatan, Kasi Kurikulum Bina
SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin,
serta Kepala Sekolah, guru umum dan
GPK pada sekolah Penelitian. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah
melalui wawancara dan angket. Adapun
analisis data yang digunakan adalah
analisis deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang
dilakukan, berikut ini adalah hasil penelitian
yang ditemukan oleh peneliti berkaitan
dengan komunikasi kebjakan pendidikan
inklusif di kawasan bantaran Sungai
Martapura, Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara yang
telah dilakukan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan,
Kasi  Kurikuum Bina SD, Bidang
Pendidikan Khusus (Diksus) Dinas
Pendidikan Provinsi, UPTD PLD-PI, dan
enam sekolah inklusif yang menjadi lokasi
penelitian sepakat bahwa pendidikan
inklusif  bertujuan untuk mewujudkan
layanan pendidikan dan kebudayaan yang
bermutu dan berkeadilan menuju SDM
yang cerdas, mandiri, berkarakter dan
berdaya saing. Istilah bermutu, didasarkan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, sedangkan berkeadilan,
artinya tidak boleh diskriminatif. Tujuan
pendidikan inklusif inilah yang benar-benar
ditransmisikan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provnsi Kalimantan Selatan
kepada kabupaten/kota serta sekolah-
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
di dalam lingkup kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan
Selatan.

Komunikasi yang dijalankan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Selatan dilakukan melalui Bi-
dang Pendidikan Khusus dengan cara
sosialisasi (rutin dan berjangka waktu) dan
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Bimtek untuk peningkatan penyelenggaran
pendidikan inklusif di sekolah. Target
sosialisasi adalah sekolah dengan siswa
disabilitas, baik sekolah inklusif dan bukan
penyelenggara pendidikan inklusif tapi
menerima anak dengan disabilitas.

Target khusus penyelenggaraan
pendidikan inklusif didasarkan pada
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan yang hara-
pannya adalah seluruh sekolah di
Kalimantan Selatan dapat menyeleng-
garakan pendidikan inklusif. Sekolah yang
telah melengkapi syarat menjadi penye-
lenggaraan pendidikan inklusif akan men-
dapat SK sebagai bukti sah.

Pada awal pelaksanaan pendidikan
inklusif di setiap sekolah yang menjadi
lokasi penelitian komponen sekolah seperti
guru, siswa dan orang tua dari anak regular
tidak dapat menerima dengan keputusan
tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh
Kepala Sekolah agar penyelenggaraan
pendidikan inklusif dapat terlaksana lancar
dengan didukung oleh guru umum, hingga
akhirnya banyak guru yang sudah
memahami tentang pendidikan inklusif
seperti pada SDN Pasar Lama 3, SMP
Muhammadiyah 1 Banjarbaru, dan SDN
Jawa 2. Hal berbeda terjadi pada SMPN 10
Banjar-masin dan SDN 1 Guntung Paikat
Banjarbaru karena GPK mengungkapkan
bahwa masih ada guru yang belum satu
pemahaman.

Sosialisasi umumnya dilakukan se-
kolah saat PPDB dengan memasang
spanduk/banner. Program rutin yang di-
lakukan oleh setiap sekolah sekolah untuk
mengkomunikasi pelaksanaan pendidikan
inklusif dilakukan dengan cara berbeda
misalnya pada SMP Muhammadiyah 1
Banjarbaru, program rutin yang dilak-
sanakan adalah mengadakan seminar
kepada orang tua mengenai per-
kembangan anak dan pengajaran bina diri.
Program rutin yang dibuat oleh GPK di
SDN Pasar Lama 3 adalah membuat
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laporan perkembangan anak setiap satu
semester.

Hal berbeda nampak pada SDN 1
Guntung Paikat Banjarbaru karena Kepala
Sekolah, GPK dan guru umum memiliki
padangan berbeda mengenai program
rutin berkaitan pendidikan inklusif yang
dilakukan di sekolah. Kepala sekolah
mengungkapkan bahwa program rutin
yang dilakukan sekolah adalah membuat
laporan aktivitas dan perkembangan anak,
sedangkan guru umum menyatakan tidak
tahu, dan GPK SDN 1 Guntung Paikat
Banjarbaru menyatakan tidak ada prog-
ram khusus yang rutin dilakukan di luar
pekerjaannya sebagai pengajar ABK.

2. Konsistensi

Upaya-upaya konkrit dan konsisten
yang dilakukan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan berupa seminar, workshop
dan Bimtek melalui Seksi Kurikulum atau
Bidang Diksus untuk meningkatkan
kompetensi sekolah penyelenggara pen-
didikan inklusif. Pendidikan inklusif yang
sudah berjalan beberapa tahun dinilai
berbeda oleh berbagai pihak seperti
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuda-
yaan dan Bidang Diksus Provinsi
Kalimantan Selatan yang menilai bahwa
implementasi pendidikan inklusif telah
berjalan dengan baik.

Pandangan berbeda diungkapkan
oleh Kasi Kurikulum Bina SD Dinas
Pendidikan Kota Banajrmasin yang me-
ngungkapkan bahwa implementasi pen-
didikan inklusif di Kota Banjarmasin belum
terlaksana dengan baik karena masih
berlangsung, tetapi terdapat peningkatan
kuantitas dan kualitas seiring berjalannya
waktu.

SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru,
SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin, SDN
Keraton 4 Martapura dan SDN Jawa 2
Martapura merupakan sekolah yang
menilai bahwa penyelenggaraan pendi-
dikan inklusif telah terlaksana dengan baik.
Pada SMPN 10 Banjarmasin dan SDN 1
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Guntung Paikat Banjarbaru, terdapat
perbedaan sudut pandang dari Kepala
Sekolah, GPK dan guru umum mengenai
pelaksanaan pendidikan inklu-sif. Kepala
sekolah dan guru umum memandang
bahwa implementasi pendidikan inklusif
telah terlaksana dengan baik, sedangkan
GPK menilai bahwa pelaksanaan pendi-
dikan inklusif di SMP10 Banjarmasin belum
sepenuhnya terlak-sana dengan baik.
Perbedaan pandangan juga ditemukan
Peneliti pada SDN 1 Guntung Paikat
Banjarbaru.

Persamaan dan perbedaan penilaian
seperti yang telah dipaparkan di atas
dipengaruhi oleh adanya faktor pen-
dukung dan faktor penghambat pen-
didikan inklusif. Faktor pendukung dan
penghambat penyelengaraan pendidikan
inklusif dapat bersumber dari internal
sekolah, atau eksternal sekolah. Pada
SDN Jawa 2 Martapura, faktor pendukung
berupa pemahaman orang tua, guru, dan
sesama siswa mengenai ABK adapun
faktor penghambat pada sekolah ini adalah
pem-belajaran pada masa adap-tasi
kenormalan baru dengan cara GPK me-
ngunjungi ABK sebanyak tiga kali dalam
seminggu dengan durasi satu jam masih
belum disetujui oleh semua orang tua dari
ABK.

Sarana berupa ruang kelas dan
media belajar belum memadai, persepektif
guru terhadap ABK, sulitnya mencari GPK
dengan latar belakang Pendidikan Khusus,
kurangnya pengetahuan guru umum me-
ngenai pendidikan inklusif, tidak adanya
acuan untuk modifikasi RPP dan kurang-
nya perhatian orang tua terhadap makanan
yang dikonsumsi anak agar tidak tantrum
merupakan faktor penghambat pelaksa-
naan pendidikan inklusif pada enam
sekolah.
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Adapun faktor pendukung pendi-
dikan inklusif pada enam sekolah ialah
adanya guru, orang tua dan siswa reguler
yang dapat menerima keberadaan ABK di
sekolah, serta jumlah GPK yang dirasa
sudah cukup untuk melayani kebutuhan
belajar ABK.

Kepala Seksi Kurikulum Bina SD
Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga
menuturkan faktor pendukung dan peng-
hambat penyelenggaraan pendidikan
inklu-sif sebagai berikut:

“Faktor penghambatnya adalah
mindset masyarakat karena ada
orang tua yang takut kalau anaknya
akan di-bully bila disekolahkan di
sekolah inklusif dan ada orang tua
yang menganggap bahwa anak
dengan disabilitas tidak perlu
disekolahkan. Adapun faktor
pendukung adalah adanya
berbagai regulasi seperti UU

Disabilitas, Perda Kota
Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas, Perda Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan

Pendidikan termasuk Pendidikan
Inklusif, PERGUB Nomor 66 Tahun
2012, dan dari sistem zonasi yang
diterapkan dalam PPDB.”
(wawancara September 2020).

3. Kejelasan

Berikut ini adalah data sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif di
kawasan bantaran sungai Martapura:
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Tabel 1
Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

No Nama Sekolah Penetapan Cara Penyelenggaraan

1 SDN Pasar Lama 3 2016 Mengajukan
Banjarmasin

2 SMPN 10 Banjarmasin 2010 Ditunjuk

3 SDN 1 Guntung Paikat 2015 Ditunjuk
Banjarbaru

4  SMP Muhammadiyah 1 2017 Ditunjuk
Banjarbaru

5 SDN Keraton 4 Martapura 2013 Ditunjuk

6 SDN Jawa 2 Martapura 2013 Ditunjuk

Sumber : Data Penelitian, 2020

Sosialisasi penyelenggaraan pendi-
dikan inklusif pada enam sekolah penye-
lenggara pendidikan inklusif dapat dikata-
kan terlaksana dengan cukup baik. Hal ini
didasarkan pelaksanaan pendidikan inlusif
pada enam sekolah telah berjalan cukup
lama dan setiap sekolah memiliki per-
samaan dan perbedaan faktor pengham-
bat serta pendukung yang mempengaruhi
keterlaksanaan pendidikan inklusif.

Analisis umum untuk menggam-
barkan kejelasan yang diterima, adalah
adanya sosialisasi berkelanjutan pada saat
PPDB, komunikasi yang dilakukan oleh
pihak sekolah kepada orang tua dari siswa
regular mengenai penyelenggaraan
pendidikan inklusif yang diterapkan oleh
sekolah, pembinaan kepada seluruh warga
sekolah untuk dapat menerima perbedan
ABK, dan adanya selalu men-jalin
kerjasama antara GPK dan guru umum,
ataupun GPK dengan Kepala Sekolah.

Ada pun kesulitan atau tantangan
penyelenggaraan  pendidikan  inklusif
disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
pada wawancara berikut:

“Tidak semua GPK di sekolah reguler
merupakan lulusan  Pendididikan
Khusus
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atau PLB. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi memerlukan
sekitar 5000 orang GPK tapi untuk
saat ini yang disetujui  oleh
KEMNPAN-RB adalah 202 gquru”
(wawancara September 2020).

Pernyataan Kepala Dinas Pen-

didikan Provinsi Kalimantan Selatan juga
didukung oleh Kasi Kurikulum Bina SD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Banjarmasin sebagai berikut:

‘Kendala dalam  melaksanakan
pendidikan inklusif di sekolah adalah
pada mindset, ada sekolah yang
menganggap bahwa menerima anak
dengan disabilitas bukan kewajiban
mereka, dan ada pula sekolah yang
merasa belum mampu mengajar ABK,
karena bukan keahliannya. Kendala
lain adalah masyarakat, karena ada
orang tua yang masih belum mau
menyekolahkan anaknya yang
disabilitas sebab takut di bully, dan
masih adanya anggapan bahwa anak
disabilitas tidak perlu sekolah. Hal ini
di luar kewenangan kami.”
(wawancara September 2020).

Pada praktiknya, penyelenggaraan

pendidikan inklusif tidak lepas dari upaya
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GPK dalam memberikan pemahaman
kepada masyarakat atau orang tua siswa
reguler. Pemahaman orang tua atau
masyarakat mengenai pendidikan inklusif
yang diterapkan oleh SDN Pasar Lama 3
Banjarmasin, diungkapkan oleh GPK SDN
Pasar Lama 3 Banjarmasin sebagai
berikut:

“Sudah paham. Dulu pada awal
penyelenggaraan, kami semua masih
beradatasi seperti guru, teman
sekelas dan kakak sekelas. Sekarang
semua sudah berbaur.” (wawancara
Agustus 2020)

Pada SDN 1 Guntung Paikat
Banjarbaru, pandangan orang tua siswa
regular terhadap ABK diungkapkan oleh
GPK SDN 1 Guntung Paikat Banjarbaru
sebagai berikut:

“‘Awalnya heran dan belum bisa
menerima, tapi ini masih bisa diatasi
dengan memberikan pemahaman”
(wawancara Agustus 2020).

Komunikasi merupakan faktor yang
menentukan keberhasilan pencapaian
tujuan dari sebuah implementasi kebijakan.
Komunikasi dalam organisasi merupakan
suatu proses yang amat kompleks dan
rumit. Seseorang bisa menghambat atau
malah menyebarluaskannya hanya untuk
kepentingan tertentu. Sumber informasi
yang berbeda akan dapat menimbulkan
interpretasi yang berbeda. Komunikasi
diperlukan agar para pembuat keputusan
dan para implementor semakin konsisten
dalam melaksanakan setiap kebijakan
yang akan diterapkan dalam masyarakat
(Edward, 1980).

Berdasarkan hasil yang telah
diperoleh, hal-hal yang menjadi pem-
bahasan berkaitan dengan hasil penelitian
yaitu:
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1. Transmisi

Penerimaan ABK di sekolah umum
atau sekolah inklusif menunjukkan bahwa
tujuan penyelenggaraan pendidikan
inklusif pada bantaran sungai Martapura
telah terlaksana. Tercapainya tujuan
tersebut menunjukkan bahwa implemen-
tasi pendidikan inklusif berproses untuk
mencapai target yang telah tertuang dalam
UU Disabilitas, PERGUB NO. 66 Tahun
2012, Perda No. 9 Tahun 2013 tentang
Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas, PERDA No. 3
tahun 2017, PERDA Kota No. 7 Tahun
2018 Tentang Penyelenggaraan Pendi-
dikan termasuk Pendidikan Inklusif dan
sistem zonasi sekolah yang ditetapkan
dalam PPDB.

Pola komunikasi kebijakan pendidi-
kan inklusif dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
melalui  Bidang Pendidikan Khusus
(DIKSUS) dengan cara mengadakan
sosialisasi dan bimtek untuk peningkatan
kompetensi penyelenggara pendidikan
inklusif di sekolah.

Implementasi kebijakan merupakan
tindakan individu atau kelompok
pemerintah untuk mencapai tujuan dari
suatu atau beberapa keputusan yang telah
ditetapkan (Winarno dalam Dewi &
Subanda, 2017). Koordinasi implementasi
adalah bagian perspektif komunikasi antar
pemerintah. Transimisi komunikasi antara
pemerintah provinsi, pemerintah daerah
dan sekolah sebagai penyelenggara pen-
didikan inklusif dapat dikatakan telah
terlaksana dengan baik karena terlaksana
secara bertahap dan berbagai pihak telah
menyadari tujuan pendidikan inklusif
(George dalam Mukhlis, 2011).

2. Konsistensi

Pada aspek konsistensi, proses
penerapan kebijakan tidak sekedar pada
terselenggaranya sosialisasi dari peme-
rintah karena perlu diimbangi dengan
intensitas penyelenggaraan dan kualitas
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dari program itu sendiri. Impelementator
kebijakan adalah aparatur dan pihak
sekolah dengan peran yang berbeda
melakukan komunikasi mengenai sosia-
lisasi pendidikan inklusif untuk mewujud-
kan layanan pendidikan yang sesuai
dengan kebutuhan ABK.

Konsistensi yang dilakukan oleh para
aparatur  diterapkan rutin dengan
mengadakan seminar, workshop, dan
bimtek melalui bidang Diksus untuk
meningkatkan kompetensi sekolah penye-
lenggara pendidikan inklusif. Pada lingkup
sekolah, konsistensi program rutin
bertujuan agar semua warga sekolah dapat
memegang komitmen dalam menye-
lenggarakan pendidikan inklusif. Pelatihan
yang telah difasilitasi, umumnya direspon
dengan baik oleh GPK dan guru umum
dengan mengikuti kegiatan pelatihan.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif
tidak dapat lepas dari faktor pendukung
dan penghambat. pihak aparatur telah
melakukan komunikasi secara berke-
lanjutan dengan mengadakan workshop,
seminar, dan bimtek namun pada pelak-
sanaannya masih disertai faktor
penghambat seperti kurangnya pemaha-
man guru umum mengenai ABK walau pun
saat ini pelatihan yang disediakan oleh
Dinas Pendidikan sudah dilakukan dengan
melibatkan guru umum.

Penelitan ~ menunjukkan  bahwa
implementator (khususnya dari pihak se-
kolah) memiliki intensitas dan kualitas ko-
munikasi yang masih kurang. Kurangnya
media pembelajaran, perspektif guru
umum terhadap ABK, kurangnya penge-
tahuan guru umum mengenai pendidikan
inklusif dan peresentase guru umum serta
GPK yang menyatakan bahwa pelaksa-
naan pendidikan inklusif pada beberapa
sekolah masih belum terlaksana dengan
baik (75% menyatakan setuju, 8%
menyatakan kurang setuju, dan 17%
menyatakan tidak setuju) merupakan
faktor penghambat yang di-temukan pada
sekolah penelitian. Hal-hal ini dapat diatasi
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apabila terjadi komunikasi dan kerja sama
yang baik antara kepala sekolah, guru
umum, dan GPK untuk mencapai tujuan
pendidikan inklusif.

Tujuan komunikasi kebijakan akan
dapat tersampaikan dengan baik kepada
target apabila tersampaikan dengan tepat
(Wijayanti, Noak, & Purnamaningsih,
2017). Saat pelaksana kebijakan (keter-
libatan dan kerja sama kepala sekolah,
guru umum dan GPK) kekurangan sumber
daya sesuai dengan yang dibutuhkan,
maka implementasi cenderung kurang
efektif karena kurangya perintah yang
tegas dan konsisten. Hal yang dapat
disimpulkan melalui penjabaran di atas
adalah bahwa kebijakan pendidikan
inklusif dipengaruhi oleh faktor komunikasi
(Edwards, 1980). Pelaku kebijakan telah
memiliki transmisi yang baik walau proses
penerapan kebijakan sulit terlaksana
dengan baik akibat adanya perbedaan
mindset dan rasa canggung dalam
berkomunikasi.

3. Kejelasan

Menurut Edwards (1980) faktor
ketiga yang berpengaruh terhadap proses
komunikasi adalah kejelasan. Faktor ini
penting untuk ditonjolkan, karena keje-
lasan komunikasi akan membuat alur
penyampaian informasi akan mudah
ditangkap dan dipahami maknanya
sehingga tidak menimbulkan kesalah-
pahaman atau makna ganda/ambigu.

Kejelasan informasi dapat mem-
pengaruhi cara pandang seseorang, ber-
kaitan dengan implememtasi pendidikan
inklusif, masih terdapat orang tua yang
kadang belum bisa menerima bahwa anak
mereka satu kelas bersama ABK atau
mendapatkan layanan pembelajaran yang
berbeda. Pernyataan pada angket yaitu
“Masyarakat dan orang tua siswa sudah
memahami maksud dan tujuan dari
kebijakan pendidikan inklusif” yang
dibagikan kepada kepala sekolah me-
nunjukkan setuju atas pernyataan
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tersebut.

Respon guru terhadap pernyataan
tersebut dibuktikan pada SDN 1 Guntung
Paikat, karena GPK di sekolah ini
menceritakan bahwa terdapat orang tua
dari anak regular yang belum dapat
menerima keberadaan ABK. Pengalaman
tersebut dipaparkan oleh GPK SDN 1
Guntung Paikat sebagai berikut:

“Heran dan belum bisa menerima,
tapi ini masih bisa diatasi dengan
memberikan pemahaman.”

Cara yang sama juga digunakan
untuk mengkomunikasikan kepada guru di
sekolah reguler mengenai hakikat pendi-
dikan inklusif. Awalnya, guru pada enam
sekolah yang menjaadi lokasi peneltiian
belum dapat menerima kehadiran ABK dan
penyelenggaraan  pendidikan inklusif.
Namun, seiring waktu guru dapat
menerima keberadaan anak dan mampu
diajak bekerjasama. Langkah ini terbukti
berhasil pada beberapa sekolah seperti
SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, SDN
Pasar Lama 3, SDN Jawa 2 dan SDN
Keraton 4. Kondisi berbeda terjadi pada
SMP 10 Pasar Lama dan SDN 1 Guntung
Paikat. Sistem pendidikan inklusif, baik
berupa keberadaan GPK dan ABK pada
kedua sekolah ini telah diterima oleh
beberapa guru namun, ada pula guru lain
yang belum memahami dan menerima
ABK walaupun pendidikan inklusif telah
terlaksana cukup lama pada kedua sekolah
ini.

Implementasi kebijakan merupakan
proses distribusi keluaran kebijakan (to
deliver policy output) yang dilakukan oleh
para implementor kepada kelompok
sasaran (sekolah) sebagai upaya untuk
mewujudkan tujuan kebijakan (Purwanto &
Sulistyastuti, 2015). Implementasi kebi-
jakan pendidikan inklusif dapat dicapai
apabila terdapat kolaborasi antara masya-
rakat sekolah seperti orang tua dan guru
untuk meningkatkan kualitas layanan pen-
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didikan inklusif (Kristiana, 2015).

Kolaborasi antara guru reguler
dengan GPK memerlukan komunikasi dan
kerjasama yang baik. Guru reguler
bersama dengan guru pendamping khu-
sus harus memiliki tujuan yang sama untuk
mencapai keberhasilan dalam memberikan
layanan pendidikan yang tepat bagi setiap
siswa, terutama anak berkebutuhan
khusus. Guru reguler perlu melibatkan guru
pendamping khusus dalam merancang
program pembelajaran individual bagi anak
berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.
Program pembelajaran individual sangat
penting bagi anak berkebutuhan khusus
mengingat anak berkebutuhan khusus
memiliki karakteristik belajar dan kebu-
tuhan belajar yang berbeda dengan anak
normal pada umumnya. Berdasarkan
masalah yang ada, komunikasi yang
dijembatani oleh kepala sekolah dapat
dilakukan sebagai solusi untuk mengurangi
perbedaan sudut pandang mengenai
pendidikan inklusif.

E. Kesimpulan

Kebijakan penyelenggaraan pendi-
dikan inklusif dilakukan dengan cara se-
kolah mengajukan diri sebagai penye-
lenggara pendidikan inklusif atau Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupa-
ten/Kota menunjuk beberapa sekolah
yang dianggap siap sebagai penye-
lenggara pendidikan inklusif. Sekolah
yang sudah terdaftar akan memperoleh
SK sebagai sekolah penyelenggara pen-
didikan inklusif. Upaya yang dilakukan
oleh sekolah agar masyarakat menge-
tahui penyelenggaraan pendidikan inklu-
sif di masing-masing sekolah adalah
dengan memasang spanduk pada saat
PPDB dan menginformasikan kepada
TK/SD lain mengenai penyelenggaraan
pendidikan inklusif di sekolah tersebut.

Berdasarkan hasil yang telah
didapat, adapun rekomendasi yang di-
berikan tim peneliti ialah diperlukan pe-
nelitian dengan jangkauan yang lebih luas
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sehingga dapat tersusun suatu profil
penyelenggaraan pendidikan inklusif di
seluruh kawasan Kalimantan Selatan.
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